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Ringkasan

Dana pajak atas bumi dan bangunan diolah oleh pemerintah daerah untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan
yang akan mendukung kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Pemerintah desa mempunyai
peran penting dalam mengkoordinasikan dan meningkatkan cara pandang masyarakat agar taat
dan tepat waktu dalam pembayaran pajak. Penelitian ini berlokasi di desa pendem yang memiliki
empat dusun di antara lain dusun pendem, dusun sekar putih, dusun caru dan dusun mojorejo.
Dalam penelitian yang dijadikan informan berjumlah delapan orang, yaitu empat orang dari

pemerintah desa dan empat masyarakat.

Dari hasil penelitian di desa pendem dikatakan cukup baik, kerena dapat dipandang dari
berbagai tindakan yang terus dikerjakan dari pihak desa yang bekerjasama langsung dengan
dispenda dan bank jatim untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak yang jatuh
temponya tepatnya setiap 31 juli 2019 pada setiap tahunnya. Faktor pendukung dengan adanya
penyediaan mobil publikasi, sosialisasi, pembagian SPPT dan membuka loket-loket,
membagikan brosur dan banner yang dipasang di empat dusun. Factor penghambat masyarakat
kurang mendapatkan informasi, kesadarannya masih rendah, masyarakat jarang mengikuti

sosialisasi, dan kesibukan dari masyarakat.

Kata kunci: peran pemerintah, kesadaran masyarakat dan PBB



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pememungutan pajak didasarkan pada aturan- aturan yang ada yang sudah disetujui oleh
dua belah pihat yaitu pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu proses berlangsungnya pembangunan.
Metode penarikan pajak yang digunakan di indonesia saat ini yaitu (self assessment system)
atau sistem penilaian diri yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat
menghitung, dan dapat melaporkan besaran pajak terhutang kepada wajib pajak (pasaribu,
2010: 2).

Saat ini yang berkaitan dengan pemungutan pajak sudah menjadi salah satu kewajiban
yang penting untuk kemajuan suatu daerah yang berada di indonesia. Pemerintah desa
mempunyai tanggungjawab yang penuh untuk mengingatkan setiap warga masyarakat
sehingga tidak lupa agar selalu taat dan tepat waktu dalam melakukan proses pembayaran
kewaibannya. Kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak juga sangat diperlukan
guna memprogram pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (hidayati, 2018:3).

Pada saat pelaksanaan internship program studi administrasi public. Peneliti mengamati
kasus yang terjadi di desa pendem, masih saja ditemukan data masyarakat yang tidak
membayar kewajibannya membayar pajak. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran
diri dari masyarakat terkait wajib pajak itu sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat
disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti masyarakat masih menganggap bahwa
pajak adalah beban bukan sebagai kewajiban dan kurang pahamnya masyarakat di desa

pendem.



Keadaan masyarakat seperti itu memperhambat perencanaan kemajuan dan
perkembangan pembangunan, mengingat akan kesadaran dalam membayar pajak. Cara
pandang masyarakat yang salah terkait berpengaruh pada Negara, oleh sebab itu untuk dapat
mengatasi atau menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh negara pemerintah desa
perlu melakukan berbagai macam upaya agar masyarakat menyadari akan manfaat dan
perlunya membayar pajak. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan motivasi,
bimbingan, pemahaman, yang dilakukan pada saat melakukan sosialisasi kepada setiap
masyarakat. Untuk itu pendekatan yang paling mudah yaitu peran dari pemerintah desa
karena berdampingan langsung dengan setiap warga dilingkungan kekuasaannya. (solekhan,
2014:12).

Untuk mengetahui latar hal tersebut semakin dalam lagi, selanjutnya peneliti akan
melaksanakan penelitian dengan judul : peran pemerintah desa dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

1.2 Rumusan masalah
1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar
pajak bumi dan bangunan?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kesadran masyarakat

membayar pajak bumi dan bangunan?

1.3 Tujuan penelitian
1. Untuk mengatahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesaadaran
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengatahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kesadran

masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.



1.4 Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis

hasil dari ini diipakai untuk reverensi tambahan informasi dan pengetauan mengenai

pembayaran pajak.

2. Manfaat praktis untuk kantor desa

untuk dijadiikan bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah desa pendem,
agar dapat memngambil langkah yang bijak saat wajib pajak melakukan pembayaran

pajak.
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